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ABSTRAK 

M Syahrul Arifin/222016262/2021/Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah 

Daerah Berbasis Website se-Jawa Bali. 

Rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah transparansi pengelolaan keuangan 

Pemerintah Daerah berbasis website se-Jawa Bali?. Tujuannya untuk mengetahui transparansi 

pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah berbasis website se-Jawa. Penelitian ini termasuk 

penelitian deskriptif, yaitu untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah 

Daerah berbasis website se-Jawa Bali dengan satu variabel yaitu, pengelolaan keuangan daerah 

dikembangkan  menjadi empat indikator. Data yang digunakan adalah data sekunder. Sedangkan 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penelit ian analisis 

transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website se-Jawa Bali 

menunjukan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah 

Provinsi Se-Jawa Bali masih sangat sedikit yakni 28,37%. 

 

Kata Kunci: transparansi pengelolaan keuangan 
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ABSTRACK 

 

M Syahrul Arifin/222016262/2021/ Analysis of Transparency of Regional Government 

Financial Management based on Websites in Java and Bali  

 

The formulation of the problem in this research identified how was the transparency of the 

financial management of the regional government based on websites in Java and Bali. The aim 

was to find out the transparency of regional government financial management based on websites 

in Java. This research was a descriptive study, which analyzed the transparency of regional 

government financial management based on websites in Java and Bali on one variable. The 

regional financial management is divided into four indicators. The data used was secondary. The 

technique of collecting the data used was documentation. The data analysis technique used was 

qualitative analysis. The results showed that the analysis of the transparency of regional 

government financial management based on websites in Java and Bali had the average in the level 

of small in 28.37%. 

 

Keyword: financial management transparency 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Penyelenggaraan pemerintah yang bersih untuk menciptakan masyarakat 

adil, makmur dan sejahtera adalah amanat UUD 1945. Pemerintah harus 

menjalankan segala kegiatan pemerintahan dengan baik dan bersih agar 

dipercaya oleh masyarakat. Dalam tata kelola pemerintah yang baik, 

mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat 

dalam setiap penentuan kebijakan publik. Karenanya untuk mewujudkan 

good governance pada tahun 2008, disahkanlah undang-undang No 14 tahun 

2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang mana undang-undang 

tersebut merupakan legal standing bagi public untuk mendapatkan pelayanan 

dalam hal mengakses infpormasi public, serta kewajiban bagi pemerintah 

untuk menyediakan informasi yang lengkap. 

Good Governance adalah tata kelola organisasi secara baik dengan 

prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertangggungjawabkan 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka mewujudkannya 

diperlakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang 

tepat, jelas, terukur, dan terlegitimasi sehingga kinerja pemerintahan dan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih 

dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi , kolusi, dan nepotisme 

(Abdul, 2019: 17). 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Good 

Governance adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan 

prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, 

demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh 

seluruh masyarakat. 

  Prinsip dasar good governance (Abdul, 2019: 18) ialah, 1. Public 

Participation adalah Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan 

keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi 

terlegitimasi yang mewakili kepentingannya. 2. Rule of Law adalah Rerangka 

hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum 

untuk hak asasi manusia. 3. Transparancy adalah Transparansi dibangun atas 

dasar kebebasan arus informasi. Proses, lembaga, dan informasi secara 

langsung dapat diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan. 4. 

Resposiveness adalah Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba 

untuk melayani setiap stake-holders. 5. Consensus Orientation adalah Good 

governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh 

pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-

kebijakan maupun prosedur-prosedur. 6. Equity adalah Semua warga negara 

mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan 

mereka. 7. Effectiviness and Efficiency adalah Proses dan lembaga 

menghasilkan public goods dan services sesuai dengan apa yang digariskan 

dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. 8. 
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Strategic vision adalah Para pimpinan organisasi publik harus mempunyai 

perpsektif good governance dan pengembangan manusia yang jauh kedepan. 

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah  dalam 

membuat kebijakan pengeluaran daerah sehingga publik dapat dengan mudah 

mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam 

suatu tahun anggaran tertentu (Abdul, 2019: 30). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Transparansi 

adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada 

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk 

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban 

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayainya dan 

ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 

Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan 

tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dengan dilakukannya 

transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan 

faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut (Mahmudi, 

2019: 3). 

Berdasarkan Undang-undang Pasal 283 Nomor 23 Tahun 2014 

menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan 

pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan oleh Undang-

Undang Pemerintahan Daerah adalah efisiens, ekonomis, efektif, transparan 
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dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan 

kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan 

keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan 

tujuan Negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Bab 1 Pasal 1 No 8  

pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban 

dan pengawasa keuangan daerah. 

Siklus pengelolaan keuangan daerah adalah tahapan tahapan yang harus 

dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung 

jawab pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi 

prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas, transparan dan akuntabel 

(Mahmudi,  2019: 16).  

Website adalah rangkaian atau sejumlah halaman di internet yang 

memiliki topik saling terkait untuk mempresentasikan suatu informasi. 

Website merupakan miniatur dan representasi dari perorangan, lembaga, 

organisasi, ataupun perusahaan yang bersangkutan. Website memberikan 

informasi, gambaran, serta visualisasi orang/lembaga yang membuatnya. 

Website bisa dibuat dengan tujuan apa saja, tergantung pemiliknya apapun 

yang dimimpikan bisa dituangkan dalam bentuk website (Taufik, 2014: 5). 
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Berikut ini dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam indikator dari 

setiap tahap pengelolaan keuangan daerah di Indonesia (Irwan dkk, 2016: 

125) sebagai berikut: 

Tahap Perencanaan: Ringkasan Dokumen RKPD, Kebijakan Umum 

Anggaran, Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran, Ringkasan 

Dokumen RKA-SKPD, Ringkasan Dokumen RKA-PPKD, Ringkasan 

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang  APBD, Peraturan Daerah 

tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD, 

Ringkasan DPA SKPD dan DPA SKPD.  

Tahap Pelaksanaan: Realisasi Pendapatan Daerah, Realisasi Belanja 

Daerah, Realisasi Pembiayaan Daerah, Ringkasan Dokumen Rancangan 

Perubahan APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Ringkasan RKA 

Perubahan APBD, Rencana Umum Pengadaan, SK Kepala Daerah tentang 

Pejabat Pengelola Keungan Daerah.  

Tahap Pelaporan: Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi, 

Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD, Laporan 

Realisasi Anggaran Seluruh PPKD, Neraca, CaLK Pemerintah Daerah, 

Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah, Laporan Akuntabilitas dan 

Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah, Penetapan Perda Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD dan Opini BPK RI.  

Tahap Evaluasi Kinerja: Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan 

Akuntansi, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD, 
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Laporan Realisasi Anggaran Seluruh PPKD, Neraca, CaLK Pemerintah 

Daerah, Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah, Laporan 

Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah, Penetapan Perda 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Opini BPK RI. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi, dkk (2013) Transparansi Keuangan 

dan Kinerja pada website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 491 Pemda 

tingkat dua, hanya 429 website yang berhasil diakses dan diamati sepanjang 

pertengahan mei sampai akhir juli 2013. Berdasarkan ceklis yang telah dibuat 

maka diperoleh tingkat transparansi informasi keuangan dan kinerja dalam 

website resmi Pemda hanya sebesar 15%. Hal ini menunjukan bahwa selama 

10 tahun impelementasi pengembangan e-gevornment di Indonesia, terutama 

untuk transparansi informasi keuangan dan kinerja, Pemda masih berada pada 

tahap awal yaitu persiapan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Irwan, dkk (2016) Mengukur 

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia: bebasis website. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat tranparansi 

pengelolaan daerah masih sangat sedikit (rendah), yakni sebesar 16,84%. 

Pemprov dengan peringkat tertinggi adalah Pemprov Jawa Tengah dengan 

indeks sebesar 50% dan yang terendah adalah Pemprov Sulawesi Tenggara, 

Pemprov Sulawesi Barat, Pemprov Maluku Utara, dan Pemprov Papua Barat 

dengan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah yang masing-

masing sebesar 3,45%. 



 
7 

 

 
 
 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Firmanto, dkk (2016) Transparansi 

Pengelolaan Anggaran Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

Kabupaten Bulukumba Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa transparansi yang dilakukan oleh dinas pendidikan, 

pemuda dan olahraga kabupaten bulukumba dari beberapa indikator memiliki 

nilai indeks kumulatif 2.02 dengan kategori kurang baik. Transparansi 

pengelolaan anggaran yang dilakukakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Bulukumba dari beberapa indikator memiliki nilai indeks 

kumulatif 2. 81 dengan kategori baik. Trasnparansi pengelolaan anggaran 

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dari beberapa 

indikator memiliki nilai indeks kumulatif 1, 98 dengan kaategori kurang baik. 

Trasnparansi pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Marga 

Kabupaten Bulukumba dari beberapa indikator memiliki nilai indeks 

kumulatif 2. 09 dengan kategori kurang baik. 

Pulau se-Jawa Bali mempunyai 7 provinsi yang terdiri dari provinsi DKI 

Jakarta, provinsi Jawa Barat, provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, 

provinsi D.I Yogyakarta, provinsi Banten dan provinsi Bali. Provinsi DKI 

Jakarta mempunyai 1 kabupaten dan 5 kota, provinsi Jawa Barat mempunyai 

18 kabupaten dan 9 kota, provinsi Jawa Tengah mempunyai 29 kabupaten 

dan 6 kota, provinsi Jawa Timur mempunyai 29 kabupaten dan 9 kota, 

provinsi D.I Yogyakarta mempunyai 4 kabupaten dan 1 kota, provinsi Banten 

mempunyai 4 kabupaten dan 4 kota, provinsi Bali mempunyai 8 kabupaten 

dan 1 kota.  
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Berikut ini Dokumen Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 

2018 yang ada di website dapat dilihat pada Tabel I.1. 

Tabel I.1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Jawa Bali 

No Provinsi Ada Tidak Ada 

1. DKI Jakarta    

2. Jawa Barat    

3. Jawa Tengah    

4. Jawa Timur    

5. D.I Yogyakarta    

6. Banten    

7. Bali    

Sumber: Website, 2020 

Dari Tabel I.1 dapat diketahui bahwa ada laporan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah menunjukan provinsi tersebut telah melakukan 

transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada publik dan begitu 

juga sebaliknya tidak ada laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

menunjukan provinsi tersebut tidak melakukan atau belum melakukan 

transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada publik. 

 Transparansi keuangan pemerintah daerah se-Jawa Bali belum 

sepenuhnya trasnparan, dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

hanya 4 Provinsi yang memberikan informasi keuangan yang transparan 

kepada publik yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. 

Sedangkan Provinsi Jawa Timur, D.I Yogyakarta, dan  Bali belum 

memberikan informasi keuangan yang trasnparan kepada publik. 
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Adanya laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah 

memperlihatkan dokumen DPA PPKD, Perda APBD, Perda perubahan 

APBD, RKA Perubahan APBD, dan laporan keuangan ialah menunjukan 

provinsi tersebut telah melakukan transparansi dalam memberikan informasi 

keuangan kepada publik. Jika tidak adanya laporan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang terjadi ialah provinsi tersebut tidak transparansi atau 

belum transparansi dan tidak ada dokumen laporan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang di informasikan kepada publik. 

Berdasarkan data yang diperoleh, maka adanya fenomena tersebut 

penulis mengambil judul “Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan 

Pemerintah Daerah Berbasis Website Se-Jawa Bali”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimanakah trasnparansi pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah berbasis website se-Jawa Bali? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

trasnparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website se-

Jawa Bali. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bukti empiris yang ada tentang 

transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website se-

Jawa Bali. 

2. Bagi Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan informasi 

pendukung tentang transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah 

berbasis website se-Jawa Bali. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan refrensi, menambah ilmu 

pengetahuan dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

penelitian serupa dimasa yang akan datang. 
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